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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 162 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai

berikut dalam perkara:

Ny.  SALLY  SINGGIH,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Terusan

Hanglekir  IV/W8, RT  006/008,  Grogol  Selatan,  Kecamatan

Kebayoran  Lama,  Jakarta  Selatan,  dalam  hal  ini  memberi

kuasa  kepada  Andy  Syam  Panaungi,  S.H.,  Advokat,  pada

ASP &  Partners,  beralamat  di  Jakarta  Pusat,  dalam hal  ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT  JASA  MARINA  SHIPYARD,  berkedudukan  di  Gedung

Menara Kadin Indonesia, Lt. 11, Jalan HR. Rasuna Said, Blok

X, Kav. 203, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang,  bahwa dari  surat-surat  yang bersangkutan,  Penggugat

dalam  gugatannya  memohon  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum  Tergugat  membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat,  yaitu

kerugian materiil  sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

kerugian  materiil  lainnya  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan

kerugian immateriil sebesar 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan teriebih dahulu

walaupun ada banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  tersebut  Tergugat

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;

- Gugatan tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

telah memberikan Putusan Nomor  1448/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel., tanggal  29

April 2010 dengan amar sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut  dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta  dengan  Putusan  Nomor  101/PDT/2011/PT  DKI.,  tanggal 29

September 2011, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor

1448/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel.,  tanggal  29 April  2010 yang dimohonkan

banding;

- Menghukum  Pembanding  semula  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara  untuk  kedua  tingkat  pengadilan,  yang  dalam tingkat  banding

ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor  1240

K/Pdt/2014 tanggal 4 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  Ny.  Sally  Singgih

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
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Menimbang,  bahwa  sesudah  Putusan  Mahkamah  Agung dengan

Putusan  Nomor  1240  K/Pdt/2014  tanggal 4  November  2014  yang  telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon

Peninjauan  Kembali pada  tanggal  20  September  2016 kemudian

terhadapnya  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali  dengan  perantaraan

kuasanya,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  17  Februari  2017

diajukan  permohonan  peninjauan  kembali  pada  tanggal  6  Maret 2017,

sebagaimana ternyata  dari  Akta  Permohonan Peninjauan Kembali  Nomor

1448/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel.,  yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai  dengan memori peninjauan

kembali  yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di  Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali  a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  yang ditentukan dalam

undang-undang,  maka  oleh  karena  itu  permohonan  peninjauan  kembali

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  memori  peninjauan  kembali  yang

diterima  tanggal  6  Maret  2017  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

putusan  ini,  Pemohon  Peninjauan  Kembali  pada  pokoknya  mendalilkan

bahwa dalam putusan ini  terdapat  kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang

nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut: 

- Menyatakan batal  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt/2014

tanggal 4 November 2014;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan  gugatan  Pemohon  Peninjauan  Kembali/Tergugat

seluruhnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  memori  peninjauan  kembali  tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan
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kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  peninjauan  kembali

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan  peninjauan  kembali  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan

dengan pertimbangan:

- Bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  memori  Pemohon  Peninjauan

Kembali  dihubungkan  dengan  pertimbangan  hukum  putusan  kasasi

Judex  Juris,  ternyata  tidak  ditemukan  suatu  kekhilafan  Hakim  atau

kekeliruan yang nyata dimana ternyata Penggugat dalam perkara a quo

telah salah dalam melakukan upaya hukum terhadap pelaksanaan sita

eksekusi  terhadap harta/milik Penggugat yang dalam perkara tersebut

Pengugat bukan sebagai pihak, yang menurut ketentuan Pasal 195 ayat

(6) HIR upaya hukum atas keberatan tersebut adalah perlawanan atas

sita eksekusi bukan gugatan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

permohonan peninjauan kembali  yang diajukan oleh  Pemohon Peninjauan

Kembali Ny. SALLY SINGGIH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  pada  pemeriksaan  peninjauan

kembali ini; 

Memperhatikan  Undang  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang

Kekuasaan  Kehakiman,  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Ny. SALLY SINGGIH tersebut;

2. Menghukum  Pemohon  Peninjauan Kembali  untuk  membayar  biaya

perkara  dalam  pemeriksaan  peninjauan  kembali  ini  sejumlah
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Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari   Selasa  tanggal  27 Maret 2018  oleh  H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Sudrajad  Dimyati,  S.H.,  M.H. dan  H.  Panji  Widagdo,  S.H.,  M.H.,  Hakim-

Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari  itu  juga oleh Ketua Majelis  dengan dihadiri  Para Hakim

Anggota  tersebut  dan  N.L.  Perginasari  A.R.,  S.H.,  M.Hum., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

      Hakim-Hakim Anggota:       Ketua Majelis,

          ttd./    ttd./

     Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.    H. Hamdi, S.H., M.Hum.

          ttd./   

     H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

          ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i………...Rp      6.000,00     
2. R e d a k s i………..Rp      5.000,00  
3. Administrasi PK......Rp2.489.000,00
     Jumlah                    Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

   Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H. 
NIP. 19630325 198803 1 001
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